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ABSTRAK

RAHMADANI. NPM. 1305170160. Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak
Bumi Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus
Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang), Skripsi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas
Pajak Bumi Bangunan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Deli Serdang, untuk mengetahui dan menganalisis langkah-langkah yang
dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang untuk meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Bumi Bangunan dan untuk
mengetahui dan menganalisis pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak
melakukan pembayaran Pajak Bumi Bangunan

Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis
data kuantitatif, penelitian ini dilakukan dengan data yang diterima dari Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang berupa data-data jumlah terget Pajak
Bumi Bangunan, realisasi pajak Pajak Bumi Bangunan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Deli Serdang sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk
menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada. Data penelitian yang
dilakukan berupa data primer dan data skunder. Teknik analisa data yang
digunakan berupa teknik analisis deskriptif kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak Bumi dan
Bangunan dinilai masih rendah. langkah-langkah yang dilakukan Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang untuk meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah yang berasal dari Pajak Bumi Bangunan dengan melakukan intensifikasi
pemungutan, juga melakukan ekstensifikasi pendataan model baru guna
mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
dan tindakan pra pembayaran PBB P2 juga terdapat tindakan pembayaran pasca
pembayaran PBB P2 untuk Wajib Pajak yang tidak dapat melunasi PBB P2nya
yaitu berupa denda sebesar 2% perbulan.

Kata Kunci : Efektivitas, Pemungutan, Pajak Bumi dan Bangunan
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan penghasilan Negara yang didapatkan dari objek wajib
pajak. Pajak digunakan untuk pembangunan ekonomi, infrastruktur dan subsidi.
Selama ini pajak merupakan otoritas pemerintah pusat dalam memberikan
pengaturan tentang perpajakan. Penerimaan pembayaran pajak berguna dalam hal
pembangunan yang dilakukan pemerintah serta membiayai keperluan negara
lainnya.

Berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah merupakan langkah pemerintah pusat dalam memberikan
otonomi yang seluas-luasnya bagi pemerintah daerah yang merupakan peluang
sekaligus tantangan. Menjadi sebuah peluang apabila pemerintah daerah tersebut
mampu mengelolah segala sumber penerimaan dengan baik dan optimal,
begitupun sebaliknya akan menjadi sebuah tantangan apabila pemerintah tersebut
tidak mampu mengelolah segala sumber penerimaan daerahnya dengan baik.

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-
undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo,
2009:12).

Salah satu jenis pajak daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),

yang merupakan pajak atas tanah dan bangunan, baik yang dimiliki diperoleh
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kemanfaatannya maupun dikuasai. Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu
pajak daerah yang merupakan pungutan  wajib  dipenuhi  dan
dipertanggungjawabkan oleh setiap pemilik usaha, bangunan, fasilitas atau sarana
kota lainnya. Setiap pemilik bangunan dimana mereka sebagai Wajib Pajak
diwajibkan untuk membayar dan melunasi Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (PDRD), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) dialihkan menjadi
pajak daerah. PBB-P2 sebelumnya merupakan pajak yang pengelolaannya
dilakukan oleh pemerintah pusat dan penerimaannya dibagikan ke daerah dengan
proporsi tertentu. Namun, untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan
keuangan daerah, khususnya dari penerimaan PBB-P2, maka seluruh proses
pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah paling lambat tanggal 1 Januari
2014. Sedangkan untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan
masih tetap menjadi pajak pusat dan dikelola oleh pemerintah pusat.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu
sumber atas penerimaan pendapatan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan,
pembinaan, serta pengurusan atas sumber pendapatan daerah untuk lebih
ditingkatkan serta dikembangkan sesuai dengan perkembangan wilayah yang
berada disekitar Kabupaten Deli Serdang.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang
digali dari berbagai sumber-sumber pendapatan yang berada di wilayah
pemerintah daerah yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah
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lainlain yang sah. PAD sebagai sumber pembiayaan daerah yang ditujukan untuk
menjamin keberlangsungan pembangunan di daerah dapat diwujudkan.

Menurut Abdul Halim (2008:67), Pendapatan Asli Daerah (PAD)
merupakan “Semua dari penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi
asli daerah”. Dengan demikian, untuk kebijakan dalam usaha penerimaan dan
pengelolaan pendapatan daerah sangat diperlukan bagi setiap daerah.

Berdasarkan pada potensi yang dimiliki masing-masing daerah,
penerimaan PAD yang semakin besar dapat meningkatkan kemampuan keuangan
daerah. Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Restribusi Daerah, Pemerintah Daerah sekarang mempunyai sumber
PAD tambahan yang berasal dari Pajak Daerah. Beberapa jenis pajak yang diatur
dalam Undang-Undang No 28 tahun 2009 yang menjadi kewenangan pemerintah
daerah adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, pajak
Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak
Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan
dan Perkotaan (PBB-P2), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB).

Salah satu yang termasuk dalam pajak daerah adalah pajak PBB, dimana
Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang
diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan daerah yang terbesar, dimana salah satu pendapatan pajak daerah
terbesar berasal dari jumlah pajak bumi dan bangunan pada pemerintah daerah

Kabupaten Deli Serang.
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Pada dasarnya Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang mengacu
Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (UU PDRD) PBB sangatlah penting dalam meningkatan pendapatan di
daerah Kabupaten Deli Serdang. Terutama di daerah Kabupaten Deli Serdang
yang sekarang semakin berkembang pesat dalam segi perekonomian.

Jadi dengan di berlakukannya Peraturan Daerah tentang pajak Bumi Dan
Bangunan Perdesaan Dan perkotaan pendapatan yang ada di daerah Kabupaten
Deli Serdang mengalami peningkatan atau ada penurunan di bandingkan dengan
sebelum berlakukannya Peraturan Daerah Daerah sesuai dengan perundang-
undangan tentang pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan perkotaan . selain itu
dengan adanya program pajak bumi dan bangunan, dapat membantu
meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak yang akhirnya berdampak pada
peningkatan pembangunan untuk membantu meningkatkan laju pertumbuhan
ekonomi daerah Kabupaten Deli Serdang.

Tingkat penerimaan PBB dapat memberikan sumbangan pada penerimaan
pendapatan asli daerah (PAD), hal ini terlihat pada penerimaan PBB Kabupaten
Deli Serdang di tahun 2012 sampai tahun 2016 yang dapat dilihat dari tabel

dibawah ini :

Tabel 1.1
Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Bangunan
Tahun Target Realisasi Persentase
Efektivitas

2012 | 130,000,000,000 | 71,737,511,963.5 | 55.18%
2013 | 155,000,000,000 | 84,579,549,457 54.57%
2014 | 200,000,000,000 | 101,971,938,202 | 50.99%
2015 | 228,000,000,000 | 124,938,033,757 | 54.80%
2016 | 228,000,000,000 | 137,232,927,629 | 60.19%
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Berdasarkan data diatas untuk realisasi atas penerimaan PBB untuk tahun
2012 sampai tahun 2016 berada dibawah target yang telah ditetapkan, hal ini
menunjukkan Kinerja dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang
dalam melakukan pemungutan atas PBB tidak maksimal. Menurut Mahmudi
(2011:155) menyatakan bahwa jika realisasi pendapatan melebihi dari jumlah dari
anggaran (target) pendapatannya maka kinerja dapat dinilai dengan baik.

Dengan tidak tercapai target atas penerimaan PBB menunjukkan bahwa
kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang mengalami penurunan.
Hal ini terjadi dikarenakan penerapan aturan penertiban hingga pengelolaan dana
PBB masih belum optimal diterapkan di Kabupaten Deli Serdang hal ini terjadi
karena penarikan pajak masih banyak yang ditemukan belum sesuai dengan
ketentuan nilai objek pajak. Nilai objek pajak tersebut didasari dari perhitungan
jumlah wajib pajak dan besarnya beban pajak yang dipikul oleh wajib pajak yang
akan dibayar namun dalam kenyataannya target tersebut tidak tercapai. Maka dari
itu pencapaian tersebut haruslah didasari akan sadarnya membayar pajak sesuai
dengan perhitungan yang telah diberikan oleh petugas setempat

Dalam hal ini, peneliti akan melakukan penelitian mengenai PBB daerah.
Hal ini dikarenakan PBB merupakan salah satu dari sumber pendapatan asli
daerah yang berasal dari pajak daerah, dimana PBB ini merupakan pemungutan
pajak yang terbesar yang mampu memberikan sumbangan yang paling banyak
dalam meningkatkan pajak daerah

Hal tersebut menyiratkan bahwa potensi PBB di Kabupaten Deli Serdang
cukup besar namun aturan yang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam hal

pengelolaan yang dikelolah Dinas Pendapatan Kabupaten Deli Serdang masih
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belum optimal. dan dari kondisi yang objektif yang peneliti lakukan di Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, realisasi PBB sebagai salah satu
objek pajak belum mencapai target sesuai waktu yang ditetapkan setiap tahunnya.

Penelitian ini pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, Nur Riza
Utiarahman (2016) mengenai Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan
Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan
Asli Daerah (PAD) Kota Tomohon, dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2011-2015 mengalami fluktuasi
setiap tahunnya, tidak selalu meningkat ataupun menurun. Untuk Kontribusi
terhadap Pendapatan Daerah cenderung mengalami penurunan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti
tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Efektivitas
Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli
Serdang)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka dapat
diidentifikasi masalah sebagai berikut: Masih belum tercapainya target
penerimaan Pajak Bumi Bangunan sebagai komponen Pendapatan Asli Daerah
pada Kabupaten Deli Serdang.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan

masalah sebagai berikut:



16

1. Bagaimana efektivitas Pajak Bumi Bangunan dalam meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang?

2. Apakah langkah-langkah yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Deli Serdang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang
berasal dari Pajak Bumi Bangunan?

3. Apakah ada pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak melakukan
pembayaran Pajak Bumi Bangunan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas Pajak Bumi Bangunan
dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis langkah-langkah yang dilakukan
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang untuk meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Bumi Bangunan.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pemberian sanksi bagi wajib pajak
yang tidak melakukan pembayaran Pajak Bumi Bangunan.

Manfaat
Dengan manfaat dan kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Bagi Peneliti
Penelitian ini dapat menambah pengetahuan yang berkaitan dengan
pengoptimalisasian pajak daerah secara efektif dalam rangka

meningkatkan pendapatan asli daerah.
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2. Manfaat Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang
Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah terutama aparat
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang untuk meningkatkan
pemungutan serta pengelolaan pajak daerah sebagai sumber pendapatan
asli daerah.

3. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya,

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat dijadikan
sebagai acuan dalam pengembangan penelitian yang akan dilakukan

dengan yang sejenis.
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BAB I1

LANDASAN TEORI

Uraian Teori
Pajak
a. Pengertian Pajak

Pengertian Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1
Angka 1 adalah: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Definisi pajak juga dikemukakan oleh Bohari, (2012:23) adalah: “Pajak
adalah iuran pada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang
wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi
kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas
pemerintah”.

Melihat beberapa definisi pajak di atas, peneliti dapat menyimpulkan
bahwa pajak merupakan iuran wajib masyarakat kepada negara yang dalam
pemungutannya dapat dipaksakan namun tidak memberi jasa timbal balik
secara langsung terhadap masyarakat, hal ini dikarenakan pajak menjadi

sumber penerimaan utama dalam membiayai pengeluaran rutin pemerintah.
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Menurut Mardiasmo (2013:1) mengemukakan bahwa pajak memiliki

unsur-unsur sebagai berikut.

1)

2)

3)

4)

luran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. luran tersebut berupa
uang (bukan barang).

Berdasarkan Undang-Undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta
aturan pelaksanaannya.

Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung
dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya
kontraprestasi individual oleh pemerintah.

Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2) Tinjauan Pajak Dari Berbagai Aspek

Pajak dapat didekati atau ditinjau dari berbagai aspek Waluyo, (2011:3-

6) sebagai berikut.

1)

2)

Aspek Ekonomi

Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang
digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju
kesejahteraan. Pajak sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi
masyarakat.

Aspek Hukum

Hukum pajak di Indonesia mempunyai hierarki yang jelas dengan urutan

yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan
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Pemerintah, Keputusan Presiden dan sebagainya. Hierarki ini dijalankan
secara ketat, peraturan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh
bertentangan dengan peraturan yang tingkatannya lebih tinggi.

3) Aspek Keuangan
Pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan
Negara. Jika dilihat dari penerimaan Negara, kondisi keuangan Negara
tidak lagi semata-mata dari penerimaan Negara berupa minyak dan gas
bumi, tetapi lebih berupaya untuk menjadikan pajak sebagai primadona
penerimaan negara.

4)  Aspek Sosiologi
Pada aspek sosiologi ini bahwa pajak ditinjau dari segi masyarakat yaitu
menyangkut akibat atau dampak terhadap masyarakat atas pungutan dan
hasil apakah yang dapat disampaikan kepada masyarakat. Jelas bahwa
pajak sebagai sumber penerimaan Negara untuk membiayai pengeluaran
rutin dan juga digunakan untuk membiayai pembangunan. Oleh karena
itu, upaya untuk meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak
sangatlah penting, karena dana yang dihimpun berasal dari rakyat
(private saving) atau berasal dari pemerintah (public saving). Dengan
demikian, terlihat bahwa dari pajak terdapat sasaran yang disetujui
adalah memberikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara
merata dengan melakukan pembangunan di berbagai sektor.

3) Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Fidel (2010:6) terbagi atas dua, yaitu sebagai

berikut.
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1) Fungsi Budgetair (penerimaan)
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai
pengeluaran-pengeluarannya.
2) Fungsi Regulerand (mengatur)
Pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan
pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial.
a) Sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan
pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial. Contoh:
1) pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras dengan
tujuan untuk mengurangi konsumsi minuman keras;
2) tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% dengan tujuan untuk
mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.
b) Sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya
di luar bidang keuangan.
4) Syarat Pemungutan Pajak
Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan,
maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat (Mardiasmo, 2013:2-3)
sebagai berikut.
1) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadlian)
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang
dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-
undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata,
serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil

dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak
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untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan
mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini
memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi
negara maupun warganya.

Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi
maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan
perekonomian masyarakat.

Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan
sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong
masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah

dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Sebelum meninjau lebih jauh tentang pajak yang menjadi sumber

pendapatan asli daerah (PAD), pada sub bab ini penulis akan menjelaskan

terlebih dahulu mengenai pendapatan asli daerah (PAD). Pengertian tersebut

telah diatur dalam UU No 25 tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan Pusat

dan Daerah yang dikutip oleh Abdul Halim (2008:64), yaitu : “Pengertian
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Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang
berasal dari sumber-sumber ekonomi daerah.”

Menurut Djamu Kertabudi (2007:2), menyatakan bahwa : “Pendapatan
Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-
sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Undang-
undang.”

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan asli
daerah adalah penerimaan yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diperoleh
daerah dari wilayahnya sendiri.

b. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut Nurlan Darise (2009:67) berdasarkan UU No 25 tahun 1999
diatas sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik itu Kabupaten/Kota
terdiri dari :

1. Hasil Pajak Daerah

2. Hasil Retribusi Daerah

3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan

daerah lainnya.

4. Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah

Adapun maksud pengertian dari masing-masing sumber-sumber
pendapatan asli daerah tersebut menurut Nurlan Darise (2009:67) berdasarkan

UU No 25 tahun 1999 adalah sebagai berikut :
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Hasil Pajak daerah

Yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada
daerah tanpa imbalan langsung yang tidak dapat dipaksakan dan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah,
yang terdiri dari :

a) Pajak Hotel

b) Pajak Restoran

c) Pajak Hiburan

d) Pajak Reklame

e) Pajak Penerangan Jalan

f) Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C

g) Pajak Parkir

Hasil Retribusi Daerah

Yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badn kepad
daerah dengan imbalan langsung dan tidak dapat dipaksakan dan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, yang
terdiri dari:

a) Retribusi Jasa Umum

b) Retribusi Jasa Usaha

c) Retribusi Perijinan Tertentu

Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah
lainnya yang dipisahkan antara lain :

a) Bagian laba

b) Deviden
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c) Penjualan saham milik daerah
4) Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah, seperti penjualan asset
tetap daerah dan jasa giro.
c. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah adalah satu dari berbagai sumber penerimaan daerah yang
termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah yang memungutnya. Menurut
Marihot P. Siahaan (2008:10), menyatakan bahwa : “Pajak Daerah merupakan
pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah
(PERDA), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah
Daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah
daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
di daerah.”

Definisi pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Angka 10 adalah:*“Pajak
Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat”.

Dasar Hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah
Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah. Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sebagai berikut.

1. Pajak Provinsi, terdiri dari:

a. Pajak kendaraan bermotor;
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b. Bea balik nama kendaraan bermotor;
c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
d. Pajak air permukaan; dan
e. Pajak rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas:
a. Pajak hotel;
b. Pajak restoran;
c. Pajak hiburan;
d. Pajak reklame;
e. Pajak penerangan jalan;
f. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
g. Pajak parkir;
h. Pajak air tanah;
i. Pajak sarang burung walet;
j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak
terbagi dalam daerah Kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibu kota
Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk
daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota.

d. Fungsi Pajak Daerah
Menurut Meutia Fatchanie (2007:28) bahwa Pajak Daerah merupakan
salah satu faktor dalam pendapatan daerah, berikut fungsi dari pajak daerah

antara lain:
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1. Sebagai tiang utama pelestarian otonomi terhadap penyelenggaraan
Pemerintah Daerah.
2. Sebagai sumber dana yang sangat berarti dalam rangka pembiayaan
pembangunan daerah.
3. Pajak Bumi dan Bangunan
a. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Early Suandy (2008 : 64) menyatakan bahwa :“Pajak Bumi dan
Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang
ditentukan oleh keadaan objek atau bumi, tanah dan atau bangunan. Keadaan
subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak.”

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010 : 272) menyatakan bahwa : “Pajak
Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan
bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada
dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman
(termasuk rawa, tambak perairan) serta laut yang ada di wilayah Republik
Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan
secara tetap pada tanah dan atau perairan”

Sedangkan menurut Buku Panduan Hak dan Kewajiban (2009 : 5)
menyatakan bahwa : “Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan
atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan
pajak pusat namun demikian hamper seluruh realisasi penerimaan PBB

diserahkan kepada Pemda baik propinsi maupun kebipaten atau kota.
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Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pajak

Bumi dan Bangunan adalah penerimaan negara yang berasal dari rakyat yang

memiliki hak atas kebendaan objek atau bumi, tanah dan atau bangunan.

b. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010 : 281) mendefinisikan bahwa :

“Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pemberian keringanan

pajak yang terutang atas Objek Pajak dalam hal :

1) Wajib Pajak orang pribadi atau badan karena kondisi tertentu Objek

Pajak yang ada hubungannya dengan Subyek Pajak dan atau karena

sebab-sebab tertentu lainnya, yaitu :

a)

b)

d)

Objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan /perikanan/
peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang dimiliki, dikuasai dan
atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi

Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh Wajib
Pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang nilai jualnya
meningkat akibat adanya pembangunan atau perkembangan
lingkungan

Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh Wajib
Pajak Orang Pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari
pensiunan, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi;

Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh Wajib
Pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban

PBB-nya sulit dipenuhi;
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e) Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh wajib
pajak veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela
kemerdekaan

f) Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh Wajib
Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas yang
serius sepanjang tahun, sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban
rutin perusahaan;

2) Wajib Pajak orang pribadi atau badan dalam hal objek pajak yang terkena
bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, gunung meletus dan
sebagainya) atau sebab-sebab lain yang luar biasa (kebakaran,
kekeringan, wabah penyakit dan hama tanaman).”

Sedangakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/20009,
mendefinisikan bahwa : “Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan adalah
pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Wajib Pajak karena kondisi
tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau
karena sebab-sebab tertentu lainnya, dan dalam hal objek pajak terkena
bencana alam (seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, dll) atau
sebab lain yang luar biasa seperti kebakaran, wabah penyakit tanaman,
dan/atau wabah hama tanaman.

Yang dimaksud dengan kondisi tertentu adalah untuk WP pribadi
meliputi veteran pejuang, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa
bintang gerilya, atau janda/ dudanya; sedangkan objek pajak berupa lahan
pertanian/ perkebunan/ perikanan/ peternakan yang hasilnya sangat terbatas

yang WPnya orang pribadi berpenghasilan rendah; objek pajak yang WP-nya
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orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan
sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi; dan/atau objek pajak yang WP-
nya berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajaknya per meter
perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif
pembangunan.

Sedangkan untuk WP badan meliputi WP badan yang mengalami
kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun pajak sebelumnya sehingga tidak
dapat memenuhi kewajiban rutinnya.”

c. Indikator Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
1) Tarif Pengurangan

Berdasarkan peraturan pelaksanaan undang-undang yang tercantum

dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 362/KMK.04/1999

tentang pemberian pengurangan PBB, Keputusan Direktorat Jenderal

Pajak No. KEP-10/1999 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan PBB,

Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-10/1999 Pasal 1

pengurangan Pajak dapat diberikan kepada :

a) Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan karena kondisi tertentu obyek
pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena
sebab-sebab tertentu lainnya; diberikan pengurangan setingi-
tingginya 75% (Pasal 5 huruf 1).

b) Wajib Pajak Orang Pribadi dalam hal obyek pajak terkena bencana
alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, gunung meletus dan

sebagainya serta sebab-sebab lain yang luar biasa seperti kebakaran,
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kekeringan, wabah penyakit dan hama tanaman; diberikan
pengurangan sampai dengan 100% (pasal 5 huruf 2).

c) Wajib Pajak anggota Veteran Pejuang Kemerdekaan dan Veteran
pembela Kemerdekaan termasuk janda/dudanya; ditetapkan
pemberian pengurangan PBB sebesar 75% (pasal 5 huruf 3).

2) Persyaratan Pengurangan PBB

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-
46/PJ/2009, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan Pajak
Bumi dan Bangunan dengan mengajukan persyaratan, seperti :

a) Surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa
penghasilan Wajib Pajak rendah;

b) Fotokopi SPPT tahun sebelumnya;

c) Fotokopi Kartu Keluarga;

d) Fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon;

e) Fotokopi bukti pelunasan PBB Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau

f) Dokumen pendukung lainnya

d. Obyek dan Subyek Pajak Bumi dan Bangunan
1) Obyek Pajak Bumi dan Bangunan
Yang dimaksud dengan obyek pajak bumi dan bangunan yang
dikemukakan oleh Oyok Abunyamin (2010:336) adalah bumi dan bangunan.
Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan, pedalaman,
serta laut wilayah Indonesia. Dan tubuh bumi yang berada dibawahnya
seperti: sawah, ladang, kebun, pekarangan dan tambang. Dalam menentukan

klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :
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a) Letak.

b) Peruntukan.

c) Pemanfaatan.

d) Kondisi dan lingkungan.

Bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara
tetap pada tanah dan/atau bangunan. Dalam hal menentukan Kklasifikasi
bangunan harus diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

a) Bahan yang digunakan.

b) Rekayasa.

c) Letak.

d) Kondisi Lingkungan.

Termasuk dalam bangunan adalah :

2) Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti
hotel, pabrik dan emplasemennya, dan lain-lain yang merupakan satu
kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.

a) Jalan tol.

b) Kolam renang.

c) Pagar mewah.

d) Tempat olahraga.

e) Galangan kapal, dermaga.

f) Taman mewah.

g) Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak.

h) Fasilitas lain yang memberikan manfaat.
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Sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985
JO Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dikecualikan dari
pengenaan PBB adalah:

1) Tanah atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani
kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan
nasional, yang dimaksudkan untuk tidak memperoleh keuntungan.
Contoh obyek yang dikecualikan atau tidak dikenai PBB itu seperti :
pesantren atau sejenisnya, sekolah/madrasah, tanah wakaf, rumah sakit
pemerintah dan lain-lain.

2) Tanah atau bangunan yang digunakan untuk kuburan umum,
peninggalan purbakala, atau sejenis dengan itu seperti museum.

3) Tanah atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik atau
konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.

4) Tanah yang merupakan hutan lindung , hutan suaka alam, taman
nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara
yang belum dibebani sesuatu hak.

5) Bangunan yang digunakan oleh perwakilan organisasi internasional
yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

6) Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan
pemerintahan (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 77).

Berdasarkan obyeknya PBB dibagi menjadi beberapa sektor yang

penanganannya masuk pemerintah pusat atau daerah, yaitu :
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1) PBB masuk pajak pusat yaitu :

a) PBB sektor perkebunan

b) PBB sektor perhutanan

c) PBB sektor pertambangan
2) PBB masuk pajak daerah :

a) PBB sektor perkotaan

b) PBB sektor pedesaan

Sesuai dengan pasal 3 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1985 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 bahwa NJOPTKP adalah batas NJOP atas bumi dan atau bangunan yang
tidak kena pajak. Besarnya NJOPTKP untuk setiap daerah Kabupaten/Kota
setinggi-tingginya Rp. 24.000.000,- yang mulai pada tanggal 1 Januari 2012
berdasarkan PMK No0.67/PMK.03/2011. Sedangkan menurut Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 77 ayat (4) dan (5), besarnya Nilai Jual Obyek
Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan paling rendah Rp.
10.000.000,- untuk setiap wajib pajak. Hal ini berarti setiap daerah berarti
diberi keleluasaan untuk menetapkan besaran NJOPTKP yang dipandang
sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing, dengan ketentuan momimal
Rp. 10.000.000,-. Besaran NJOPTKP ditetapkan daerah kabupaten/kota.
NJOPTKP merupakan suatu batas NJOP dimana wajib pajak tidak

terutang pajak. Maksudnya adalah apabila seorang wajib pajak memiliki obyek
pajak yang nilainya di bawah NJOPTKP, maka wajib pajak tersebut
dibebaskan dari pembayaran pajak. Selain itu, bagi setiap wajib pajak yang

memiliki obyek pajak yang nilainya melebihi NJOPTKP, maka penghitungan
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NJOP sebagai dasar penghitungan pajak terutang dilakukan dengan terlebih
dahulu mengurangkan NJOP dengan NJOPTKP.
e. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan
Menurut Pasal 5 Undang-Undang No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1994 tentang PBB, tarif

pajak yang dikenakan atas obyek pajak adalah sebesar 0,5% (lima persepuluh
persen).

Menurut pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 1985
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1994
tentang PBB dan pasal 79 Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, dasar pengenaan PBB adalah Nilai Jual Obyek
Pajak (NJOP). NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual
beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli,
NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis
atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti. Yang dimaksud dengan :

a) Perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis yang letaknya
berdekatan dan telah diketahui harga jualnya.

b) Nilai perolehan baru adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai
jual suatu obyek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang
dikeluarkan untuk memperoleh obyek tersebut pada saat penilaian
dilakukan, yang dilakukan dengan penyusutan berdasarkan kondisi obyek

pajak.



36

¢) Nilai jual pengganti adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual
suatu obyek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi obyek pajak
tersebut.

Besaran NJOP ditetapkan setiap tiga tahun, kecuali untuk obyek pajak
tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan
wilayahnya. Pada dasarnya penetapan NJOP adalah tiga tahun sekali. Hanya
saja, untuk daerah tertentu yang perkembangan pembangunannya
mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, penetapan NJOP dapat
ditetapkan setahun sekali. Penetapan besarnya NJOP dilakukan oleh
bupati/walikota.

Sedangkan menurut Undang-Undang No.12 Tahun 1985 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1994 tentang PBB bahwa
dasar penghitungan adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) yang ditetapkan
serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen) dan setinggi-tingginya 100%
(seratus persen) dari NJOP. Nilai Jual Kena Pajak (Assessment Value) adalah
nilai jual yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan pajak, yaitu suatu
presentase tertentu dari nilai jual sebenarnya. Besarnya presentase Nilai Jual
Kena Pajak (NJKP) ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan
memperhatikan kondisi ekonomi nasional. Sedangkan dalam peraturan
Undang-Undang No0.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah bahwa Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) sudah tidak dipergunakan lagi.
2) Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan

Faktor-faktor penting dalam penghitungan PBB adalah sebagai berikut :
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a) Tarif

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Bumi dan
Bangunan No.12 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Pajak
Bumi dan Bangunan No.12 Tahun 1994 menyatakan bahwa tarif pajak
yang dikenakan atas obyek pajak (bumi dan bangunan) adalah sebesar
0,5%.

Tarif yang sebesar 0,5% tersebut, efektifnya adalah :

- 0,5% X 40% = 0,2%
- 0,5% X 20% = 0,1%
b) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

Adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang
terjadi seacara wajar. Apabila tidak terjadi transaksi jual beli, NJOP
ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau
dengan nilai perolehan baru. Yang dimaksud dengan perbandingan harga
dengan objek lain yang sejenis adalah suatu pendekatan/metode nilai jual
suatu objek pajak dengan cara membandingkan dengan objek pajak lain
yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama serta diketahui
harga jualnya. Sedangkan nilai perolehan baru adalah suatu
pendekatan/metode penentuan NJOP dengan cara menghitung seluruh
biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek pajak dengan cara
menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek pajak
tersebut pada saat penilaian dilakukan yang dikurangi dengan penyusutan

berdasarkan kondisi fisik obyek pajak.
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¢) Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)

Merupakan modal dasar penghitungan pajak bumi dan bangunan
yang ditetapkan oleh pemerintah serendah-rendahnya 20% dan setinggi-
tingginya 100%. Besarnya presentase NJKP ditetapkan berdasarkan
peraturan pemerintah dengan memperhatikan keadaan perekonomian pada
umunya terutama untuk tidak terlalu membebani wajib pajak didaerah
pedesaan, tetapi dengan memperhatikan penerimaan khususnya bagi
pemerintah daerah dan tidak ditentukan jangka waktu masa berlakunya,
tergantung pada kondisi ekonomi nasional.

d) Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

Adalah batasan nilai jual objek pajak yang tidak dikena pajak dan
bertujuan untuk lebih memberikan keadilan dalam pengenaan pajak.
NJOPTKP yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh
empat juta rupiah).

Setelah diketahui faktor-faktor sebagaimana disebutkan diatas, maka

penghitungan PBB terhutang dilakukan dengan rumus sebagai berikut :

NJOP tanah = luas x nilai jual/m = Rp.
NJOP bangunan = luas x nilai jual/m = Rp.
NJOP dasar pengenaan =Rp.
NJOPTKP = Rp.
NJOP untuk penghitungan PBB =Rp.

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tariff pajak

dengan NJKP.
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Pajak Bumi dan Bangunan = Tarif Pajak x NJKP

=0,5% x [ Presentase NJKP x (NJOP- NJOPTKP)]

4. Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu pemanfaatan sumber daya, sarana dan
prasarana dalam jumlah yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk
menghasilkan jumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya Efektivitas
menunjukan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah
ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi
efektivitasnya.

Menurut Mardiasmo (2009:134) yang menyatakan bahwa: efektivitas
adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Dimana
apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut
dikatakan telah berjalan efektif. Sedangkan menurut Rahardjo (2011: 170)
menyatakan efektivitas adalah kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih
tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan, disertai
tujuan yang diimginkan dapat tercapai dengan hasil memuaskan.

Indikator keefektivan adalah rasio antara hasil pemungutan suatu pajak
dengan potensi hasil pajak, dengan anggapan bahwa semua Wajib Pajak
membayar semua pajak terutang. Keefektivan menyangkut semua tahap
administrasi penerimaan Pajak, menentukan Wajib Pajak, menetapkan nilai kena
pajak, memungut pajak, menegakan sistem pajak dan membukukan penerimaan.

Menurut Halim, seperti dikutip oleh Velayati (2013) Untuk mengukur

efektivitas yang terkait dengan perpajakan, maka digunakan rasio efektivitas
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yaitu perbandingan antara realisasi restribusi daerah dengan target restribusi

daerah.

_ Realisasi PBB

= x 100% }
Target PBB

[ Efektivitas

Adapun pengukuran nilai efektifitas secara lebih rinci bedasarkan kriteria
kinerja keuangan Kepmendagri N0.690.900.327 tahun 1996 tentang pedoman

penilaian dan kinerja keuangan yang disusun dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Klasifikasi Pengukuran Efektivitas
Nilai Kinerja Keterangan
> 100% Efektif
85 s.d. 99% Cukup Efektif
65 s.d 84% Kurang Efektif
< 65% Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi (2011 : 111)
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Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengacu pada beberapa

penelitian-penelitian sebelumnya yang akan dijadikan pembanding dalam

mengembangkan penelitian ini. Penelitian-penelitian yang dimaksud adalah

sebagai berikut :

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

Kota Denpasar Tahun
2009-2013

No. Nama Judul Variabel Hasil Penelitian

1. Nur Riza Analisis  Efektivitas | Variabel : Hasil penelitian ini menunjukkan
Utiarahman Dan Kontribusi | Efektivitas bahwa penerimaan Pajak Bumi
(2016) Penerimaan Dan Kontribusi | dan Bangunan dari tahun 2011-

Pajak Bumi Dan | PBB 2015 mengalami fluktuasi setiap
Bangunan Perdesaan tahunnya, tidak selalu meningkat
Perkotaan ataupun menurun. Untuk
(PBB-P2) Terhadap Kontribusi terhadap Pendapatan
Pendapatan Asli Daerah  cenderung  mengalami
Daerah (PAD) penurunan.

Kota Tomohon

2. Gilbert Jacob Evaluasi Pelaksanaan | Variabel: Berdasarkan hasil penelitian yang

Ratuela (2015) | Pemungutan Dan Pelaksanaan diperoleh  bahwa pelaksanaan
Prosedur Pemungutan pemungutan PBB-P2 di Kota
Pencatatan Pajak Dan Prosedur | Bitung secara keseluruhan sudah
Bumi Dan Bangunan | PBB berjalan dengan cukup baik dan
Perdesaan sudah mengikuti prosedur yang
Dan Perkotaan (PBB- ada meskipun masih terdapat
P2) Sebagai Pajak kekurangan dan hambatan dalam
Daerah Di pelaksanaan pemungutan
Kota Bitung mengingat ini merupakan tahun

pertama dalam pelaksanaannya.
Prosedur pencatatan akuntansi
PBB-P2 di Dispenda kota Bitung
masih terdapat pencatatan yang
belum sesuai.

3. Ni Putu Dian Analisis Efektivitas Variabel: Hasil  penelitian menunjukkan
Damaiyanti Dan Kontribusi Efektivitas bahwa efektivitas penerimaan
(2014) Penerimaan Dan Kontribusi | Pajak Bumi dan Bangunan tahun

PBB Terhadap Pad PBB 2009-2013 sangat efektif dengan

rata-rata diatas 100 persen, yaitu
121,42 persen. Kontribusi

penerimaan Pajak Bumi dan
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Bangunan terhadap Pendapatan
Asli Daerah menunjukkan hasil
kurang dengan rata-rata dibawah
50 persen, yaitu 18,62 persen.

Kharisma
Wanta Tarigan
(2013)

Analisis Efektifitas
Dan Kontribusi PBB
Terhadap Penerimaan
Pajak

Di KPP Pratama Kota
Manado

Variabel:
Efektivitas
Dan Kontribusi
PBB

Berdasarkan  hasil  penelitian
menunjukkan bahwa pajak tingkat
kinerja Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Manado Efektif, bahkan
ada beberapa tahun sangat efektif,
Begitu juga dengan kontribusinya.
Namun, Kkinerja harus tetap
ditingkatkan karena target yang
diberikan ada perubahan
penurunan pada salah satu tahun,
walaupun realisasinya tercapai.
Yang seharusnya setiap tahun
target meningkat begitu juga
dengan  realisasinya.  Dengan
demikian pencapaian kinerja KPP
Pratama Kota Manado dapat
dikatakan efektif

B. Kerangka Berpikir

Pendapatan asli daerah memiliki peran yang penting bagi pemerintah

daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan suatu daerah.

Salah satu pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah yang menjadi sumber

penerimaan terbesar bagi suatu daerah. PBB merupakan salah satu sumber

penerimaan yang cukup potensial bagi pajak daerah sehingga dalam pelaksanaan

pemungutannya harus diperhatikan agar penerimaan pajak yang diperoleh benar-

benar menggambarkan potensi daerah tersebut.

Menurut Djamu Kertabudi (2007:2), menyatakan bahwa : “Pendapatan

Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-

sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Undang-undang.”
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Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan
daerah yang diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan daerah yang terbesar, dimana salah satu
pendapatan pajak daerah terbesar berasal dari jumlah pajak bumi dan bangunan
pada pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Dalam menghitung besar PBB, terlebih dahulu akan diperbandingkan
antara jumlah realisasi penerimaan PBB yang telah ada dengan jumlah target
penerimaan PBB yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
Selisih perbandingan tersebut merupakan potensi PBB yang belum tergali secara
maksimal. Ketika realisasi penerimaan PBB lebih besar dari target yang
ditetapkan berarti PBB dapat meningkatkan pendapatan daerah yang cukup besar,
namun sebaliknya apabila realisasi penerimaan lebih kecil dari target yang
ditetapkan hal ini menunjukkan kurang maksimalnya Pemerintah Kabupaten Deli
Serdang dalam melaksanaan pemungutan PBB.

Ketika hasil perhitungan PBB telah didapatkan maka dapat pula diukur
efektifitas dari pemungutan PBB tersebut, karena efektifitas PBB dapat dihitung
melalui perbandingan antara besarnya realisasi penerimaan PBB dan penerimaan

PBB. Kerangka pemikiran di atas dapat digambarkan sebagai berikut:
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[ PBB ]
!

[ Perhitungan PBB ]

v A 4

Target Penerimaan Realisasi Penerimaan
PBB PBB

A 4

Efektivitas
PBB

l

[ Pendapatan Asli Daerah ]

Kabupaten Deli Serdang

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
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BAB Il

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data kuantitatif dan bila
di tinjau dari tujuan dan sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian
yang dilakukan melalui pengamatan untuk mendapatkan keterangan-keterangan
terhadap suatu masalah tertentu serta untuk mendapatkan gambaran tentang
Efektivitas PBB sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di
PBB.
B. Definisi Variabel Penelitian

Definisi operasional adalah suatu usaha untuk melakukan pendeteksiaan
sejauh  mana variabel berpengaruh terhadap variabel lainnya. Untuk
mempermudah dalam membahas penelitian ini, maka definisi dari penelitian
tersebut adalah :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh
daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut
berdasarkan Undang-undang.

2. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan
daerah yang diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan daerah yang terbesar, dimana salah satu
pendapatan pajak daerah terbesar berasal dari jumlah pajak bumi dan

bangunan.
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3. Efektifitas merupakan suatu pengukur keberhasilan terhadap organisasi
dalam pencapaian tujuannya. Organisasi tersebut dikatakan efektif apabila
telah berhasil mencapai apa yang diharapkan. Yang dapat diukur dengan

rumus :

Realisasi PBB
=—— x 100%

[ Efektivitas ]
Target PBB

C. Tempat dan Waktu Penelitian
Tempat Penelitian
Tempat didalam penelitian ini dilakukan pada di Kantor Dinas
Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabuapten Deli Serdang.
Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2017 sampai Oktober 2017

dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rincian Waktu Penelitian
No Kegiatan Jun | Jul Agust Sept Okt Nov
1(2/3|4]|1]2]|3|4]1]2]|3]|4|1|2]|3]|4]/1]|2]|3]|4 2
1 | Pengajuan judul
2 | PraRiset
3 | Penyusunan Proposal
4 | Seminar Proposal
5 | Riset
6 | Penulisan Skripsi
7 | Bimbingan Skripsi
8 | Sidang Meja Hijau

D. Jenis dan Sumber Data
Jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
kuantitatif. Adapun sumber data yang digunakan peneliti dalam melakukan

penelitian ini adalah sebagai berikut.
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Data Primer merupakan data yang diperoleh peneliti melalui pengamatan
langsung dari hasil dokumentasi dan wawancara peneliti terhadap objek
penelitian.

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari hasil
dokumentasi dan penelitian yang dilakukan oleh pihak lain yang

memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh informasi dan data yang akan dikelola untuk penelitian

ini, maka peneliti melakukan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut.

1.

Dokumentasi

Yaitu penelitian yang dilakukan peneliti dengan mengumpulkan data dari
Dinas Pendapatan Kabupaten Deli Serdang untuk dijadikan data
penelitian.

Wawancara

Yaitu penelitian yang dilakukan peneliti dengan proses komunikasi
berupa tanya jawab langsung kepada pegawai Dinas Pendapatan

Kabupaten Deli Serdang untuk memperoleh informasi yang diperlukan.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu metode yang berusaha

menampilkan kondisi yang didapatkan peneliti pada saat melakukan penelitian.

Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan Efektivitas yang dimiliki

PBB sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Deli

Serdang. Adapun tahap dari analisa data sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan.
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2. Melakukan perhitungan efektivitas PBB dalam meningkatkan pendapatan

asli daerah yang diukur dengan rumus :

[Efektivitas — Realisast PBB 1009
Target PBB

J

Adapun pengukuran nilai efektivitas PBB disusun dalam tabel berikut:

Tabel 3.2
Klasifikasi Pengukuran Efektivitas
Nilai Kinerja Keterangan
> 100% Efektif
85 s.d. 99% Cukup Efektif
65 s.d 84% Kurang Efektif
< 65% Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi (2011 : 111)

3. Menganalisis langklah-langkah pemungutan PBB dalam meningkatkan

pendapatan asli daerah lalu dibandingkan dengan teori.

4. Menarik Kesimpulan
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
1. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang pada mulanya
merupakan suatu sub-bagian pada bagian keuangan yang mengelola bidang
penerimaan dan pendapatan daerah. Namun, seiring dengan laju pertumbuhan
penduduk yang meningkat serta potensi pajak/retribusi daerah, maka melalui
peraturan daerah Kabupaten Deli Serdang sub-bagian tersebut ditingkatkan
menjadi bagian pendapatan, sehingga dibentuklah beberapa seksi yang
mengelola penerimaan pajak dan retribusi yang merupakan kewajiban para wajib
pajak atau wajib retribusi.

Sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri KPUD No.7/12/41-10
tentang penyeragaman struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah di seluruh
Indonesia, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang berdasarkan
PERDA No.12 Tahun 1978 menyesuaikan atau membentuk struktur organisasi
Dinas Pendapatan yang baru, yakni seksi-seksi administrasi DinasPendapatan
serta bagian tata usaha yang membawahi 3 (tiga) kepala sub-bagian yang
merupakan sub-sektor perpajakan, retribusi daerah, dan pendapatan daerah
lainnya serta kontribusi yang cukup penting bagi pemerintahan daerah dalam
mendukung serta memelihara hasil-hasil pembangunan dari peningkatan

pendapatan daerah.
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Bagian Tata Usaha terdiri dari 3 Kepala Sub Bagian. Peningkatan
penerimaan pendapatan daerah melalui sub-sektor perpajakan, retribusi daerah,
pendapatan daerah lainnya serta peningkatan pemungutan pajak hiburan yang
merupakan kontribusi yang cukup penting bagi Pemerintah Daerah.

Meningkatnya pendapatan daerah hendaknya tidak harus ditempuh
dengan cara kebijaksanaan menaikkan tarif saja, tetapi yang lebih penting
dengan memperbaiki atau menyempurnakan administrasi, sistem dan prosedur
serta organisasi dari Dinas Pendapatan Kota yang ada sekarang. Namun pada
kondisi saat ini, dirasakan tuntutan untuk perlunya meninjau kembali dan
penyempurnaan Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA).

2. Deskripsi Data

PBB-P2 sebelumnya merupakan pajak yang pengelolaannya dilakukan
oleh pemerintah pusat dan penerimaannya dibagikan ke daerah dengan proporsi
tertentu. Namun, untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan
daerah, khususnya dari penerimaan PBB-P2, maka seluruh proses
pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah paling lambat tanggal 1
Januari 2014. Sedangkan untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan
pertambangan masih tetap menjadi pajak pusat dan dikelola pemerintah pusat.

Dasar proses pemungutan pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan
dengan menggunakan self office assessment system oleh Dinas Pendapatan Asli
Daerah Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan wawancara dengan Kepala
Bidang pajak Bumi dan Bangunan diketahui bahwa sistem pemungutan pajak
Bumi dan Bangunan di Kabupaten Deli Serdang hanya menerapkan satu sistem

dalam pemungutan pajaknya.
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Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada
Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:
1) Pendaftaran SPOP dan LSPOP

Dalam tahap pendaftaran ini, wajib pajak PBB P2 berkewajiban
untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan
Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) ke DPDPK kabupaten
Kuningan melalui loket pelayanan PBB P2. Yang dimaksud dengan SPOP
itu adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data
objek pajak. Kemudian yang dimaksud dengan LSPOP adalah lebih berisi
atau data-data yang berisi tentang objek pajak sementara SPOP lebih berisi
data-data tentang subjek pajaknya.

Penyampaian SPOP dan LSPOP dilakukan wajib pajak berdasarkan
kesadaran diri sendiri. Akan tetapi pegawai DPDPK yang khususnya
dilakukan oleh Seksi Pendaftaran dan Pendataan Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Deli Serdang dapat melakukan pemeriksaan lapangan terhadap
objek pajak. Apabila dalam pemeriksaan lapangan tersebut ditemukan
adanya objek pajak PBB P2 yang terdaftar atau tidak sesuai dengan SPOP
dan LSPOP vyang sudah terdaftar, atau berdasarkan laporan masyarakat
sekitar bahwa terdapat objek pajak PBB P2 yang belum terdaftar adanya
perubahan subjek pajak atau objek pajak. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas,
pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang akan
memberikan formulir SPOP dan LSPOP kepada wajib pajak yang
bersangkutan untuk diisi dan disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Deli Serdang melalui loket pelayanan PBB P2.
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Pendaftaran SPOP dan LSPOP dilakukan dalam hal pendaftaran
untuk pertama kalinya dan juga dalam hal terjadi perubahan data baik
mengenai perubahan subjek pajak ataupun objek pajak. Setelah ada
pendaftaran SPOP dan LSPOP akan dilakukan pemeriksaan untuk
memastikan kebenaran data yang didaftarkan. Pada prakteknya pemeriksaan
lapangan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang tidak
dilakukan pada seluruhnya SPOP dan LSPOP yang telah disampaikan, tetapi
hanya dilakukan apabila terdapat kecurigaan yang dinilai oleh Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang terhadap data yang disampaikan
oleh wajib pajak dalam SPOP dan LSPOP tersebut. Hal ini dikarenakan
kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Deli Serdang.

Penyampaian yang telah dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa
betapa pentingnya setiap pendaftaran SPOP dan LSPOP ini sebab data yang
tercantum dalam SPOP dan LSPOP itulah yang nantinya akan digunakan
olen Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang sebagai dasar
perhitungan pengenaan pajak guna mencantumkan besarnya utang pajak
PBB P2 wajib pajak yang bersangkutan.

2) Perhitungan Jumlah PBB P2 Terutang

Perhitungan besarnya utang pajak untuk setiap wajib pajak PBB P2
dilakukan oleh seksi penetapan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli
Serdang berdasarkan data dalam SPOP dan LSPOP yang datanya dimasukan
ke dalam suatu sistem dengan formula tertentu yang dimiliki oleh Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. Sistem yang dimiliki oleh
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Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang secara otomatis akan
melakukan perhitungan utang pajak yang dimiliki oleh masing-masing wajib
pajak PBB P2 tersebut.

Uraian yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa
perhitungan besarnya pajak untuk masing-masing wajib pajak PBB P2
dilakukan secara otomatis oleh suatu sistem, karena data wajib pajak yang
disampaikan melalui SPOP dan LSPOP sudah terekam dalam sistem
tersebut. Dengan adanya perhitungan secara otomatis dengan suatu ini dapat
mempermudah perhitungan utang pajak PBB P2 dari masing-masing wajib
pajak.

Uraian yang dikemukakan diatas dapat diketahui bahwa dalam tahap
perhitungan ini pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang
tidak menghitung secara manual utang-utang pajak PBB P2 untuk setiap
wajib pajak, akan tetapi data yang akan tercantum dalam SPOP dan LSPOP
yang telah disampaikan sebelumnya dimasukan kedalam sistem tertentu yang
secara otomatis dapat menghitung besarnya utang pajak PBB P2 untuk
masing-masing wajib pajak. Metode seperti ini dapat mempermudah
pelaksanaan tugas dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang
serta meminimalisir kesalahan perhitungan utang pajak PBB P2 sehingga
pajak tidak merasa dirugikan.

3) Pencetakan/Penetiban SPPT

Apabila utang pajak PBB P2 masing-masing wajib pajak sudah

selesai dihitung maka seksi penetapan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Deli Serdang kemudian melakukan penetapan Surat Pemberitahuan Pajak
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Terutang (SPPT), yang mana merupakan surat yang digunakan untuk
memberitahukan besarnya PBB yang terutang dan bukan merupakan bukti
kepemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan. SPPT tersebut bersisi rincian
utang pajak yang sudah selesai dihitung berdasarkan data yang tercantum
dalam SPOP dan LSPOP masing-masing wajib pajak.

Dalam SPPT hanya mencantumkan utang pokok pajak pada tahun
yang bersangkutan saja, tidak ada pengakumulasian utang pajak yang belum
dibayarkan pada tahun-tahun pajak sebelumnya. Dalam hal memberitahukan
besar utang pajak PBB P2 kepada wajib pajak terdapat 2 (dua) jenis surat
yang dapat ditertibkan oleh DPDPK yaitu SPPT dan SKPD apabila wajib
pajak tidak mengisi dan menyampaikan SPOP dan LSPOP.

4) Pemberitahuan SPPT

Setelah dilakukan pencetakan manual, SPPT tersebut akan
dikelompokan sesuai letak kelurahan dalam alamat wajib pajak yang
bersangkutan. Pada minggu keempat bulan Januari, Seksi Penetapan Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang sudah menyampaikan SPPT
tersebut ke kelurahan-kelurahan sesuai dengan subjek pajak atau objek pajak
tersebut berada untuk didistibusikan ke masing-masing wajib pajak yang
berada di wilayahnya. Cara pendistribusian ke masing-masing wajib pajak
serahkan prosedurnya kepada masing-masing keluruhan atau desa apabila
subjek pajak berdomisili diluar kota maka pendistribusian dapat dilakukan
melalui pos, SPPT harus sudah disampaikan kepada wajib pajak terakhir 30

Agustus setiap tahunnya apabila aparat desa/kelurahan sudah melakukan
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penyampaian SPPT harus lapor kepada Seksi Penetapan Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Penyampaian SPPT ini wajib dilakukan sebelum tanggal 30 Agustus
dikarenakan jatuh tempo pembayaran ditetapkan pada tanggal 30 Febuari
setiap tahunnya dalam peraturaan Daerah PBB P2, diatur mengenai jatuh
tempo pembayaran utang pajak PBB P2 adalah 6 bulan setelah diterimanya
SPPT oleh wajib pajak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang
yaang menetapkan tanggal 30 Agustus sebagai batas akhir penyampaian
SPPT kepada masing-masing wajib pajak setiap tahun dengan tepat waktu.

Dari paparan diatas dapat diketahui bahwa dalam penyampaian SPPT
PBB P2, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang melakukan
kerjasama dengan keluruhan-kelurahan di wilyahnya agar berjalan lebih
efektif yang mana prosedur penyampaian SPPT dari kelurahan kepada wajib
pajak berbeda-beda untuk setiap kelurahan tergantung sistem penyampaian
SPPT yang telah ditentukan oleh setiap kelurahan tersebut.

5) Pembayaran PBB P2

Wajib pajak yang telah menerima SPPT harus segera melakukan
pembayaran tepat waktu pada tempat yang telah dicantumkan dalam SPPT,
yaitu pada Bank Jabar, Kantor Pos, atau dapat di transfer melalui ATM
ataupun mobile banking.17 Jatuh waktu tempo pembayaran yang ditetapkan
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang untuk melakukan

pembayaran adalah pada tanggal 30 Febuari setiap tahunnya.
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6) Pemberitahuaan Tanda Bukti Pembayaran

Untuk wajib pajak PBB P2 yang telah melakukan pelunasan
pembayaran PBB P2 kan diberikan bukti pembayaran yaitu berupa Surat
Setoran Pajak Daerah (SSPD), yang dimaksud dengan SSPD adalah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. SSPD dianggap sah
apabila telah ada tanda validasi dari Bank Jabar apabila Wajib Pajak
membayar PBB P2 terutang melalui ATM, bukti pelunasan, resi/struk dari
ATM merupakan bukti pelunasan pembayaran PBB P2.
Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Rangka

Meningkatkan PAD Kabupaten Deli Serdang

Efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan dalam rangka

meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) memerlukan waktu dan biaya

selama pemungutan. Adapun rumus dari rasio efektivitas pemungutan pajak

bumi dan bangunan adalah sebagai berikut:

.. Realisasi pajak bumi dan bangunan
Efektivitas = PRAR 2 g
Target pajak bumi dan bangunan

X 100% 1
Tabel 4.1

Target Dan Realisasi Penerimaan
Pajak Bumi dan Bangunan

o Persentase Kepmendagri No.
Tahun Target Realisasi Efektivitas 690.900.327
Standar Standar
2012 | 130,000,000,000 | 71,737,511,963.5 | 55.18% > 100% Tidak Efektif
2013 | 155,000,000,000 | 84,579,549,457 54.57% > 100% Tidak Efektif
2014 | 200,000,000,000 | 101,971,938,202 | 50.99% > 100% Tidak Efektif
2015 | 228,000,000,000 | 124,938,033,757 | 54.80% > 100% Tidak Efektif
2016 | 228,000,000,000 | 137,232,927,629 | 60.19% >100% Tidak Efektif

Sumber : Data diolah (2017)
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_ Rp.71,737,511,963.5

= X 100%
Rp.130,000,000,000

Tahun 2012

=55.18%

_  Rp.84,579,549,457 0
Tahun 2013 = Rp.155.000,000,000 x 100%

=54.57%

_ Rp.101,971,938,202

= x 100%
Rp.200,000,000,000

Tahun 2014

=50.99%

Rp.124,938,033,757
Tahun 201 = X 100%
ahun 2015 Rp.228,000,000,000 00%

=54.80%

Rp.137,232,927,629
Tahun 2016 = 2 x 100%
Rp.228,000,000,000

=60.19%

Berdasarkan dari hasil perhitungan diatas untuk tahun 2012 sampai
tahun 2016 efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan cenderung
mengalami penurunan. Semakin tinggi tingkat efektivitas pajak bumi dan
bangunan, maka semakin efektif pemungutan pajak dalam penerimaan pajak
bumi dan bangunan, Untuk tahun 2012 efektivitas pajak bumi dan bangunan
sebesar 55,18%, untuk tahun 2013 efektivitas mengalami penurunan menjadi
54,57%, begitu juga untuk tahun 2014 juga mengalami penurunan menjadi
50,99%, dan untuk tahun 2015 sampai tahun 2016 efektivitas pajak bumi dan

bangunan mengalami peningkatan menjadi 54,80% dan 60,19%.
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Efektivitas pajak bumi dan bangunan yang mengalami penurunan. Hal
ini terjadi karena penurunan atas pembayaran pajak bumi dan bangunan yang
dilakukan oleh masyarakat, dan kurang nya kesadaran masyarakat dalam
melakukan pembayaran atas pajak bumi dan bangunan.

Melalui analisis efektivitas dapat diketahui seberapa besar realisasi
penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap target yang seharusnya dicapai
pada periode tertentu. Dengan adanya penargetan realisasi pajak bumi dan
bangunan dimaksudkan agar mendorong kinerja pemerintah daerah dalam
mencapai penerimaan daerah yang tinggi.

Menurut Mardiasmo (2009), yang menyatakan bahwa untuk efektivitas
adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan.
Dengan semakin tinggi rasio efektivitas pajak bumi dan bangunan
menggambarkan kemampuan pemerintah daerah yang semakin efektif.

Dimana untuk tingkat persentase efektivitas atas pemungutan pajak
bumi dan bangunan untuk tahun 2012 sampai tahun 2016 cenderung
mengalami peningkatan, hanya ditahun 2013 dan tahun 2014 tingkat persentase
efektivitas mengalami  penurunan, walaupun efektivitas mengalami
peningkatan, tetapi masih dalam kategori tidak efektif penerimaan pajak bumi
dan bangunan setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Tingkat efektivitas yang masih sangat jauh dibawah standar yang
ditetapkan terjadi dikarenakan pembayaran pajak bumi dan bangunan yang
masih jauh dibawah anggaran yang telah ditatpkan, dan hal ini disebabkan
karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran atas

pajak yang dibebankan.
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4. Kendala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Dalam
Rangka Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Terdapat beberapa kendala atau factor penghambat terjadinya

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan

Daerah Kabupaten Deli Serdang, yaitu diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Tidak tercapainya target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
karena pada tahun 2012 merupakan awal mula pelimpahan Pajak Bumi
dan Bangunan menjadi Pendapatan Asli Daerah sehingga pihak DPPK
harus mengatur segala administrasi yang berhubungan dengan PBB
Sekaligus menverivikasi ulang data yang ada. Tujuan pengalihan
pengelolaan PBB P2 ke pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan
akuntabilitas pemerintahan daerah. Pemerintah daerah akan terdorong
untuk lebih berhati-hati dalam pengeluarannya jika sebagian besar
anggaran didanai dari sumber-sumber PAD.

b. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam membayar kewajibannya.
Sampai sekarang kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum
mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Umumnya masyarakat
masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih
merasa sama dengan upeti, memberatkan, pembayarannya sering
mengalami kesulitan, ketidak mengertian masyarakat apa dan bagaimana
pajak dan susah menghitung dan melaporkannya.

c. Terdapat banyak data yang diperoleh oleh Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Deli Serdang yang tidak akurat karena ketidaksesuaian data

dengan kondisi lapangan yang sebenarnya. Hal ini menghambat Dinas
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Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang untuk melakukan optimalisasi
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

d. Banyaknya Objek Pajak yang digunakan untuk fasilitas umum. Hal
tersebut dikarenakan perubahan objek pajak yang dulunya dikenakan pajak
saat ini berubah menjadi fasilitas umum yang tidak bisa dikenakan pajak.

e. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang terhambat oleh
keterbatasan Sumber Daya Manusia untuk mengawasi penerimaan Pajak
Bumi dan Bangunan oleh wajib pajak, dan juga masih banyak Nilai Jual
Objek Pajak yang tidak relevan.

B. Pembahasan
1. Efektivitas Pajak Bumi Bangunan dalam meningkatkan Pendapatan
Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang

Tingkat persentase terhadap efektivitas pemungutan Pajak Bumi Bangunan
yang dilakukan dalam lima tahun penelitian masih berada dibawah standar,
untuk tahun 2012 sebesar 55.18% yang termasuk dalam kategori tidak efektif
karena berada dibawah 65%. Untuk tahun 2013 tingkat efektivitas Pajak Bumi
Bangunan mengalami penurunan menjadi 54.57% yang termasuk dalam kategori
tidak efektif karena berada kurang dari 65%, begitu juga untuk tahun 2014
tingkat efektivitas Pajak Bumi Bangunan mengalami penurunan menjadi 50.99%
yang termasuk dalam kategori tidak efektif karena berada kurang dari 65%. Dan
untuk tahun 2015 sampai tahun 2016 tingkat efektivitas Pajak Bumi Bangunan
mengalami peningkatan menjadi 54.80% dan 60.19%yang termasuk dalam

kategori tidak efektif karena berada kurang dari 65%.
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Penyebab dari menurunnya tingkat efektivitas pajak reklame terjadi
dikarenakan rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar
pajaknya, dan tidak terjangkau oleh pengawasan Dinas Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Deli Serdang. Selain itu juga Keterbatasan SDM yang dimiliki oleh
sebagian aparat di Dinas Pendapatan Kabupaten Deli Serdang, membuat pihak
Dinas Pendapatan untuk membuat sebuah inovasi untuk memotivasi para
pegawai atau staff Dinas Pendapatan Kabupaten Deli Serdang dalam
meningkatkan kinerja personal maupun organisasinya.

Untuk efektivitas tahun 2012 sampai tahun 2016 masih berada dibawah
standar kepmendagri N0.690.900.327 yaitu masih dibawah 100%. Semakin
tinggi efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin efektif.
(Mardiasmo, 2009 hal. 211).

2. Langkah-langkah yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Deli Serdang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
yang berasal dari Pajak Bumi Bangunan

Berikut merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan

Daerah Kabupaten Deli Serdang untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi

dan Bangunan Kabupaten Deli Serdang:

f. Upaya yang dapat dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Deli Serdang agar pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan dapat dioptimalkan sebagai sumber PAD dengan melakukan
intensifikasi pemungutan. Intensifikasi merupakan kegiatan optimalisasi
penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang

telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak,
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dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak. Tujuan dari
intensifikasi pajak adalah mengintensifkan semua usahanya dalam
meningkatkan penerimaan pajak.

. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang melakukan
ekstensifikasi pendataan model baru guna mengoptimalkan penerimaan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Ekstensifikasi
merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP) kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus
sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan pegawai,
maupun Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha
dan/atau memiliki tempat usaha di pusat perdagangan dan/atau
pertokoan. Selain pemberian NPWP kepada Wajib Pajak Orang Pribadi,
diberikan pula kepada Wajib Pajak Badan dan Bendaharawan
Pemerintah, termasuk juga dalam kegiatan ini adalah Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak.

. Melakukan kegiatan pembayaran fasilitias Mobling yaitu mobil keliling.
Fasilitas tersebut diberikan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Deli Serdang khususnya divisi Pajak Bumi dan Bangunan guna
mempermudah wajib pajak membayar kewajibannya untuk membayar
pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan agar penerimaan terhadap

Pendapatan Asli Daerah dapat diterima secara optimal.

i. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui media apapun seperti

media social dan media elektronik agar masyarakat paham akan

pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
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J. Meninjau kembali penentuan tariff dan NJOP yang telah ditetapkan dan
pengembangan sasaran sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada dan
mengkaji ulang Peraturan Daerah tersebut untuk diajukan perubahan

3. Menganalisis pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak melakukan
pembayaran Pajak Bumi Bangunan

Tindakan pra pembayaran PBB P2 juga terdapat tindakan pembayaran
pasca pembayaran PBB P2 untuk Wajib Pajak yang tidak dapat melunasi PBB
P2nya yaitu berupa denda sebesar 2% perbulan. Namun denda tersebut tetap saja
tidak membuat Wajib Pajak jera atau segera melunasi PBB P2 terutang.
Dibeberapa Desa/ Kelurahan bahkan menerapkan sistem dengan menunjukan
surat pelunasan keterangan lunas PBB P2 untuk setiap pengurusan surat. Namun
kembali karena alasan kemanusiaan sistem itu tidak dapat diberlakukan secara
intensif. Sanksi berupa denda sebesar 2% secara tepat waktu. Pemerintah hanya
mengenakan denda tersebut ketika Kecamatan dan Desa/ Kelurahan untuk
menagih secara langsung kepada Wajib Pajak.

Selain sanksi untuk Wajib Pajak juga ada sanksi untuk aparat yang
melakukan penyelewangan PBB P2 yaitu berupa surat peringatan atas tindakan
penyelewengan yang ditangani oleh Ispektorat Kabupaten Deli Serdang. Pada
saat ini Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Dispenda melakukan adanya
kerjasama dengan aparat penegak hukum dalam hal menangani tunggakan PBB
P2 agar tidak terjadi adanya penyelewengan terhadap Wajib Pajak.

Mengatasi tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh aparat tersebut
salah satu kegiatan yang dilakukan adalah dengan memberi pemahaman kepada

petugas pemungut PBB P2 untuk menyetor uang hasil pemungutan 1x24 jam
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kepada loket loket yang disediakan oleh Kecamatan atau Bendahara Penerimaan
Dispenda, mengingat pajak adalah uang negara kiranya perlu ada Pemeriksaan
Lapangan dalam hal penarikan PBB P2 agar proses efektifitas meningkat
Pendapatan Asli Daerah mulai dari desa dengan kabupaten. Tidak menutup
kemungkinan ada petugas pemungut yang melakukan penyelewengan terhadap
setoran PBB P2, sehingga dalam hal pemeriksaan lapangan selain Dispenda,

Kecamatan dan Kelurahan/Desa juga perlu keterlibatan Inspektorat Kabupaten.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis data target maupun realisasi penerimaan Pajak
Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Deli Serdang diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dilihat dari realisasi penerimaan pajak Bumi dan Bangunan dinilai masih
rendah. Hal ini terlihat dari tingkat efektivitas masih rendah, dimana untuk
pemungutan pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan dalam lima tahun
penelitian masih rendah, untuk tahun 2012 sampai tahun 2016 termasuk
dalam kategori tidak efektif karena berada kurang dari 65%.

2. Langkah-langkah yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Deli Serdang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang berasal
dari Pajak Bumi Bangunan dengan melakukan intensifikasi pemungutan,
juga melakukan ekstensifikasi pendataan model baru guna
mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan. Melakukan kegiatan pembayaran fasilitias Mobling yaitu mobil
keliling guna mempermudah wajib pajak membayar kewajibannya untuk
membayar pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan agar penerimaan
terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat diterima secara optimal.

3. Tindakan pra pembayaran PBB P2 juga terdapat tindakan pembayaran
pasca pembayaran PBB P2 untuk Wajib Pajak yang tidak dapat melunasi

PBB P2nya yaitu berupa denda sebesar 2% perbulan. Namun denda
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tersebut tetap saja tidak membuat Wajib Pajak jera atau segera melunasi

PBB P2 terutang.
B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yaitu pemungutan pajak bumi
dan bangunan yang tingkat efektivitasnya masih rendah, maka saran yang dapat
penulis berikan adalah meningkatkan efektivitas pemungutan pajak bumi dan
bangunan adalah:

1. Melakukan perencanaan yang lebih tepat dalam mengelola PBB P2 yaitu
dengan menambah jumlah pegawai agar pengelolaan PBB P2 menjadi
lebih mudah dan cepat. Pelatihan dan workshop kepada pegawai juga
dapat ditingkatkan untuk menambah kemampuan dan pengetahuan tentang
pengelolaan PBB P2.

2. Mengoptimalkan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi agar realisasi
penerimaan PBB P2 dapat meningkat dan mendekati potensi yang dapat
digali.

3. Meningkatkan target dan realisasi penerimaan PBB P2 mendekati dengan
potensi yang dapat digali, supaya tingkat partisipasi wajib pajak dalam
membayar PBB P2 semakin meningkat sehingga tingkat efektivitas,
efisiensi dan kontribusi PBB P2 di Kabupaten Deli Serdang juga
meningkat.

4. Penghapusan pemungutan PBB kepada subyek pajak yang nilai pajaknya
lebih rendah dari pada biaya yang dikeluarkan untuk melakukan
pemungutan pajak, seperti biaya untuk mencetak faktur pajak, biaya untuk

mendistribusikannya, dll. Dengan melakukan cara ini maka biaya
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pemungutan PBB dapat ditekan, sehingga efisiensi pemungutan PBB

dapat semakin meningkat.
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